
BUPATI PACITAN 
PROVINSIJAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 48 TAHUN 2 0 2 0 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2016 
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, 

S E R T A TATA K E R J A DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 
KABUPATEN PACITAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

BUPATI PACITAN, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi 
Dinas Per industr ian dan Perdagangan, guna meningkatkan 
efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka 
Peraturan Bupat i Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 
Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas 
Per industr ian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan 
sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan Bupat i Nomor 56 
T a h u n 2018 per lu disesuaikan: 

b. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksud pada 
h u r u f a diatas, per lu menetapkan Peraturan Bupat i tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupa t i Nomor 64 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi , Susunan Organisasi 
serta Tata Kerja Dinas Per industr ian dan Perdagangan 
Kabupaten Pacitan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa ka l i 
d iubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Taihun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5679); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 T a h u n 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara T a h u n 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah d iubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Lembaran 
Negara T a h u n 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5887); 

3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana 
telah d iubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 1) ; 



4. Peraturan Bupa t i Nomor 64 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi , Susunan Organisasi, serta 
Tata kerja Dinas Per industr ian dan Perdagangan Kabupaten 
Pacitan sebagaimana te lah d iubah dengan Peraturan Bupa t i 
Nomor 56 Tahun 2018. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG 
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, 
S E R T A TATA K E R J A DINAS PERINDUSTRIAN DAN 
PERDAGANGAN KABUPATEN PACITAN. 

Pasa l I 

Beberapa ke tentuan dalam Peraturan Bupa t i Nomor 64 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi , Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas 
Per industr ian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, d iubah sebagai ber ikut : 

1. Ketentuan judu l BAB V I diubah dan selengkapnya judul BAB V I berbunyi 
sebagai berikut: 

BAB V I 
BIDANG K E M E T R O L O G I A N 

2. Ketentuan dalam Pasal 36 diubah dan selengkapnya Pasal 36 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 36 

(1) B idang Kemetrologian berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas. 

(2) B idang Kemetrologian d ip imp in oleh Kepala Bidang. 

3. Ketentuan dalam Pasal 37 diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 3 7 

Bidang Kemetrologian melaksanakan sebagian tugas dinas yang me l iput i 
pelayanan tera dan tera u lang, b ina sumber daya manus ia , dan pengawasan. 

4. Ketentuan dalam Pasal 38 diubah dan selengkapnya Pasal 38 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 38 

Bidang Kemetrologian dalam melaksanakan tugas sebagaimana d imaksud 
dalam Pasal 37, menyelenggarakan fungsi: 
a. pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i pelayanan tera dan tera ulang; 
b. pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, serta pelaksanaan adminis t ras i b ina sumber daya manus ia ; 
c. pe rumusan kebi jakan, pelaksanaan kebi jakan, pelaksanaan evaluasi dan 

pelaporan, serta pelaksanaan admin is t ras i pengawasan; dan 



d. pelaksanaan fungsi la in yang d iber ikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

5. Ketentuan dalam Pasal 39 diubah dan selengkapnya Pasal 39 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 39 

Bidang Kemetrologian terd i r i dar i : 
a. Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang; 
b. Seksi B ina Sumber Daya Manusia ; dan 
c. Seksi Pengawasan 

6. Ketentuan judu l Bagian Ketiga BAB V I diubah dan selengkapnya judul 
Bagian Ketiga BAB VI berbunyi sebagai berikut: 

Bagian Ketiga 
Seks i Pelayanan Tera dan Tera Ulang 

7. Ketentuan dalam Pasal 40 diubah dan selengkapnya Pasal 40 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 40 

(1) Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang berada d i bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Bidang. 

(2) Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang d ip imp in oleh Kepala Seksi. 

8. Ketentuan dalam Pasal 41 diubah dan selengkapnya Pasal 41 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 41 

(1) Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Bidang Kemetrologian yang terka i t dengan pelayanan tera 
dan tera ulang. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. me lakukan pengumpulan data, ident i f ikasi , analisa, penyiapan bahan 

perumusan dan pelaksanaan kebi jakan, evaluasi serta pelaporan d i 
b idang pelayanan tera dan tera u lang; 

b. member ikan layanan tera dan tera u lang alat Ukur , Takar, Timbang, 
dan Perlengkapannya; 

c. mengelola cap tanda tera; 
d. menyediakan dan menjamin keter te lusuran standar kerja dan 

peralatan kemetrologian; 
e. menyusun dan memel ihara sistem m u t u metrologi legal; 
f. melaporkan kegiatan pelayanan tera dan tera u lang ke Pemerintah 

Pusat; dan 
g. melaksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang 

Kemetrologian 



9. Ketentuan judul Bagian Keempat BAB V I diubah dan selengkapnya judul 
Bagian Keempat BAB V I berbunyi sebagai berikut: 

Bagian Keempat 
Seks i B ina Sumber Daya Manusia 

10. Ketentuan dalam Pasal 42 diubah dan selengkapnya Pasal 42 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 42 

(1) Seksi B ina Sumber Daya Manus ia berada d i bawah dan bertanggung jawab 
kepada Kepala Bidang. 

(2) Seksi B ina Sumber Daya Manusia d ip imp in oleh Kepala Seksi. 

11. Ketentuan dalam Pasal 43 diubah dan selengkapnya Pasal 43 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 43 

(1) Seksi B ina Sumber Daya Manus ia mempunya i tugas melaksanakan 
sebagian tugas Bidang Kemetrologian yang terkai t dengan b ina sumber 
daya manusia . 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. tugas me lakukan pengumpulan data, identi f ikasi , analisa, penyiapan 

bahan perumusan dan pelaksanaan kebi jakan, evaluasi serta 
pelaporan d i b idang b ina sumber daya manus ia kemetrologian; 

b. menyediakan dan melaksanakan pembinaan terhadap j aba tan 
fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrologian; 

c. meny iapkan bahan da lam rangka pelaksanaan sistem informasi 
sumber daya manus ia j aba tan fungsional penera, pengamat tera, dan 
pengawas kemetrologian; 

d. melaksanakan peni la ian dan fasil itasi angka kred i t j aba tan fungsional 
penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrologian; 

e. melaksanakan penyu luhan Kemetrologian; 
f. melaksanakan sosialisasi, pub l ikas i , dan informasi kemtrologian; 
g. melaksanakan koordinas i dan ke i jasama peningkatan SDM dengan 

Perangkat Daerah, Instans i dan a tau p ihak ketiga; dan 
h . melaksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang Bidang 

Kemetrologian. 

12. Ketentuan judul Bagian Ke l ima BAB V I diubah dan selengkapnya judul 
Bagian Ke l ima BAB V I berbunyi sebagai berikut: 

Bagian Ke l ima 
Seks i Pengawasan 

13. Ketentuan dalam Pasal 44 diubah dan selengkapnya Pasal 44 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 44 

(1) Seksi Pengawasan berada d i bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Bidang. 

(2) Seksi Pengawasan d ip imp in oleh Kepala Seksi. 



14. Ketentuan dalam Pasal 45 diubah dan selengkapnya Pasal 45 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 45 

(1) Seksi Pengawasan mempunya i tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang 
Kemetrologian yang terkai t dengan pengawasan. 

(2) Tugas sebagaimana d imaksud pada ayat (1), me l iput i : 
a. me lakukan pengumpulan data, ident i f ikasi , analisa, penyiapan bahan 

perumusan dan pelaksanaan kebi jakan, evaluasi serta pelaporan d i 
bidang pengawasan kemetrologian; 

b. memetakan j u m l a h potensi ukur , t aka r , t imbang, dan 
perlengkapannya; 

c. me lakukan pengawasan dan pengamatan U k u r , Takar, Timbang, dan 
Perlengkapannya, Barang Dalam Keadaan Terbungkus, dan satuan 
u k u r a n ; 

d. melaksanakan penyid ikan t indak p idana b idang metrologi legal; 
e. menyusun laporan kegiatan pengawasan ke pemer intah pusat; 
f. menyusun Standard Operating Procedures (SOP) pelaksanaan 

pengawasan; 
g. melaksanakan koordinasi dan kerja sama pengawasan dan penegakan 

h u k u m dengan Perangkat Daerah, ins tans i pemerintah dan/atau 
p ihak ketiga; 

h . melaksanakan pembinaan, pub l ikas i dan informasi terkai t kegiatan 
pengawasan; dan 

i . menyiapkan bahan dalam rangka pembentukan pasar tert ib u k u r 
dan/atau daerah tert ib u k u r ; dan 

j . melaksanakan tugas l a in yang d iber ikan oleh Kepala Bidang Bidang 
Kemetrologian 

15. Ketentuan dalam Pasal 56 diubah dan selengkapnya Pasal 56 berbunyi 
sebagai berikut: 

Pasal 56 

(1) Pejabat fungsional berkedudukan d ibawah dan bertanggung jawab secara 
langsung kepada pejabat p imp inan t inggi pratama, pejabat administrator , 
a tau pejabat pengawas yang memi l ik i keterkai tan dengan pelaksanaan 
tugas JF. 

(2) Pejabat fungsional memi l i k i tugas member ikan pelayanan fungsional yang 
berdasarkan pada keahl ian dan keterampi lan te r tentu . 

(3) Kelompok Jabatan Fungsional terd i r i dar i : 
a. pejabat fungsional keahl ian; dan 
b. pejabat fungsional ke t rampi lan . 

(4) Kelompok j aba tan fungsional sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dapat 
d ikoord in i r oleh seorang tenaga fungsional senior yang d i t u n j u k d iantara 
tenaga fungsional. 

(5) J u m l a h tenaga fungsional sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i te tapkan 
sesuai k ebu tuhan dan beban kerja. 



16. Ketentuan dalam Pasal 61 diubah dan selengkapnya Pasal 61 berbunyi 
sebagai berikut: 

(1) Nomenklatur dan nama jabatan pada Dinas Per industr ian dan 
Perdagangan Kabupaten Pacitan tetap mengacu pada Peraturan Bupa t i 
Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Tugas dan Fungsi, Susunan 
Organisasi Serta Tata Kerja Dinas Per industr ian dan Perdagangan 
Kabupaten Pacitan sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan B u p a t i 
Nomor 56 Tahun 2018 sampai dengan pe lant ikan pejabat baru sesuai 
dengan Peraturan Bupa t i i n i . 

(2) Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan 
Peraturan Bupa t i Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan 
Fungsi , Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Dinas Per industr ian dan 
Perdagangan Kabupaten Pacitan sebagaimana telah d iubah dengan 
Peraturan Bupa t i Nomor 56 Tahun 2018 sampai dengan pe lant ikan pejabat 
ba ru sesuai dengan Peraturan Bupat i i n i . 

17. Ketentuan dalam lampiran diubah dan selengkapnya berbunyi 
sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dengan Peraturan Bupati in i 

Peraturan Bupa t i i n i mu l a i ber laku pada tanggal d iundangkan . 
Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan Peraturan Bupa t i 
i n i dengan penempatannya da lam Ber i ta Daerah Kabupaten Pacitan, 

Pasal I I 

Ditetapkan d i Pacitan 
Pada tanggal 25 - 5 - 2020 

BUPATI PACITAN 

INDARTATO 
Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 25 Mei 2 0 2 0 

S E K R E T A R I S DAERAH 
KABUPATEN PACITAN 

Dr. Ir. H E R U WIWOHO SP. M.Si 
Pembina Utama Muda 

NIP. 19670716 199202 1 002 

B E R I T A DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2 0 2 0 NOMOR 48 



LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 48 TAHUN 2 0 2 0 
TENTANG PERUBAHAN K E D U A P E R A T U R A N BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2 0 1 6 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI , 
SUSUNAN ORGANISASI , S E R T A TATA K E R J A DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PACITAN. 

S T R U K T U R ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PACITAN 

KEPALA DINAS 

BIDANG PERINDUSTRIAN BIDANG PERDAGANGAN 

SEKSI 
INDUSTRI MAKANAN DAN 

M I N U M A N 

SEKSI INDUSTRI HASIL HUTAN 
DAN PERKEBUNAN 

SEKSI INDUSTRI LOGAM, 
MESIN , TEKSTIL DAN ANEKA 

SEKSI SARANA 
PERDAGANGAN 

SEKSI PROMOSI DAN 
PEMASARAN 

SEKSI DISTRIBUSI 
PERDAGANGAN DAN 
STABILITAS HARGA 

SUB BAGIAN UMUM 
DAN KEPEGAWAIAN 

BIDANG KEMETROLOGIAN 

SEKSI PELAYANAN TERA 
DAN TERA ULANG 

SEKSI BINA SUMBER 
DAYA MANUSIA 

SEKSI PENGAWASAN 

UPT DINAS 

SEKRETARIAT 

SUB BAGIAN 
KEUANGAN 

SUB BAGIAN 
PROG RAM, EVALUASI DAN 

PELAPORAN 

BIDANG PASAR DAERAH 

SEKSI PASAR WILAYAH I 

SEKSI PASAR WILAYAH II 

SEKSI PASAR WILAYAH III 

BUPATI PACITAN 

INDARTATO 


